
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA

ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 123 lPermentan/SR.13O/ II l2Ol3 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 69 lPermentan/SR. 130/ LL I 2Ol1 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2OI3
maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun
2OI2 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HgT) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
46 Tahun 2AI2 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi {HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OI3;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun L992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3a7$;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tarrbahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38211;

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
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5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2971;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO4 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4al\;

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2OA9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2OO9 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L54, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Ind.onesia Nomor 484a\

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O15);

12. Undang-Undang Nomor L3 Tahun 2OIO tentang Hortikultura
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517O);

13, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2072 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oot Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO79);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2ao2 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2oo2 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2}a\

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2ooz tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 20os tentang penetapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam pengawasan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor
15 Tahun 2orl tentang Perubahan atas peraturan presiden
Nomor 77 Tahwn 2oo5 tentang Penetapan pupuk Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4O lPermentan/OT .I4O I 4 /2OOT tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43 /Perrnentan/ sR .14o / 8 / 2o 1 1 tentang syarat dan Tata cara
Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Tahun 2oLl
Nomor a9\;

2L. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
70/Percnentan/SR J4A/ rc /2A11 tentang Pupuk Organik,
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun
2OlI Nomor 66al;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94 /PMK.O2lzOll tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,
Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungiawaban Subsidi
Pupuk (Berita Negara Tahun 2}ll Nomor 366);

23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
69 lPerrnentan/SR.L3O / ll I 2OL2 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2AL3;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
15/M-DAG/PER/ 4/2073 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

25. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
82 /Perrnentan/OT.L4O / 8 I 2O13 tentang Pedoman Pembinaan
Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2OI3 Nomor 1055);

26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 634/MPP lKep I 9 I 2AO2 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang
beredar di Pasar;
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27. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
237 lKptslOT.2I,O l4l2OO3 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

28. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
239 lKptsl OT2LO / 4 I 2OO3 tentang Pengawasan Formula
Pupuk An-Organik;

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OOB tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 17);

33. Peratrrran Gubernur Nomor 46 Tahun 2OL2 tentang Alokasi
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2Ol3 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2Ol2 Nomor 46);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 46 TAHUN
2OT2 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 46 Tahun 2A12 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OLg (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL2 Nomor 46), diubah sebagai
berikut:
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Ketentuan Lampiran I, II, dan III, diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Ketentuan lain dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 46 Tahun 2O12 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Rrpuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013
dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3O Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3O Desember 2O13

SEKREIARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 30



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN / KOTA

KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd,

GATOT PUJO NUGROHO


